PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1997/1998 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang
dinamis;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1997/1998 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Keempat pelaksanaan rencana pembangunan scbagaimana dimaksud
dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara (entang

Pembangunan Lima Tahun Kcenam;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan
pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan
hasil-hasil p.elaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta

meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;

d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, di-
pandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran

proyck-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran
1997/1998;

e. bahwa ...
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c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-

uz

'~ Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabilitcitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan pe-
nerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja
negara;

2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima

negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari

scktor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan

pajak;

3. Penerimaan ...
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Pencrimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari

nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;

Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk mem-
biayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik
pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang

dalam negeri dan luar ncgeri;

Pengcluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai proyek-proyck pembangunan;
Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek
pembangunan pada akhir tahun anggaran;

Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan

negara dan belanja ncgara;

. Sektor adalah kumpulan subscktor;

Subsektor adalah kumpulan program;

Bantuvan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau
pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta

pinjaman yang dapat dirupiahkan;

Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau
pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-

proyck pembangunan.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diper-

oleh dari ;

a. Sumber- ...
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a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000,00

(3) Penerimaan Pembangunan secbagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp 13.026.000.000.000,00

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan

sebesar Rp 101.086.700.000.000,00

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Necgeri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
a. Pencrimaan perpajakan scbesar Rp 64.714.600.000.000,00

b. Penerimaan dari scktor minyak bumi dan gas alam sebesar
Rp 15.120.300.000.000,00
c. Pencrimaan negara bukan pajak scbesar Rp 8.225.800.000.000,00

(2) Pencrimaan Pembangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan program sebesar nihil;

b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.000.000,00

Pasal 4
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari :
a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran ...
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(2) Pengeluaran Rutin schagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 62.158.800.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927.900.000.000,00

i

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan

sebesar Rp 101.086.700.000.000,00

Pasal 5
(1) Pengecluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 73.593.122.000,00
02 Sektor pertanian dan

kehutanan sebesar Rp 579.010.522.000,00
03 Scktor pengairan sebesar Rp 37.300.824.000,00

04 Sektor tenaga kerja
sebesar Rp 141.729.400.000,00

05 Secktor perdagangan, pe-
ngembangan usaha nasio-

nal, kcuangan, dan kope-
rasi sebesar Rp - 28.979.275.973.000,00

06 Scktor transportasi,
metcorologi dan geofisika

secbesar Rp 301.273.894.000,00
07 Scktor pertambangan dan |

energi sebesar Rp 127.379.962.000,00
08 Sektor pariwisatla, pos dan

telckomunikasi sebesar Rp 74.271.275.000,00

09 Sektor pembangunan
daerah dan transmigrasi
sebesar Rp 11.707.532.111.000,00

10 Sektor ...



